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(2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dari 

hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen. 

Pasal 89 

( 1) KSP atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk 

mengoperasionalkan barang milik daerah. 

(2) KSP operasional atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) bukan merupakan penggunaan barang milik daerah yang 

dioperasikan oleh pihak lain. 

(3) Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan barang milik daerah, 

bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh 

Walikota berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan 

n yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP. 

Pasal90 

(1) Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur 

berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan 

pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah 

dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari 

hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 

(5). 

(2) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada kondisi keuangan Sadan 

r, Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP. 

(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. 

Bagian Kedelapan 

Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 

Pasal 91 

(1) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum 

Daerah oleh mitra KSP sebelum penandatanganan perjanjian KSP. 

(2) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening 

Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang 

ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan 

berakhirnya perjanjian KSP. 
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(3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 

ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor. 

(4) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 18, terhadap 

kontribusi tetap KSP yang telah lunas pembayarannya, besaran 

persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) diterapkan 

pada pembayaran kontribusi tetap berikutnya. 

Pasal 92 

( 1) Pembagian keuntungan basil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya harus 

disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai 

dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan d.ilakukan setiap 

tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP. 

(2) Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan W alikota. 

Bagian Kesembilan 

Berakhirnya KSP 

Pasal93 

( 1) KSP berakhir dalam hal: 

a. 

b. 

C. 

berakhimya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian; 

pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh W alikota a tau 

Pengelola Barang; 

berakhirnya perjanjian KSP; dan 

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , dapat 

dilakukan dalam hal mitra KSP: 

a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut

turut; 

b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau 

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP. 

(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: 

a. Walikota, untuk barang milik daerahyang berada pada Pengelola 

Barang; atau 
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b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

(4) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara 

tertulis. 

Pasal 94 

(1) Mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP paling lambat 2 (dua) 

tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Walikota 

atau Pengelola Barang meminta auditor independen/ aparat pengawasan 

intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP. 

(3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada W alikota, 

Pengelola Barang, dan/ atau Pengguna Barang. 

(4) Walikota, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan 

hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP. 

(5) Mitra KSP menindaklanjuti basil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dan melaporkannya kepada Walikota, Pengelola Barang, dan/atau 

Pengguna Barang. 

Pasal 95 

(1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya 

jangka waktu KSP. 

(2) Serah terima sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(3) Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah 

dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Mitra 

KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti basil audit. 

(4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan 

penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan. 

Pasal 96 

(1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Walikota atau Pengelola 

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b , 

dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada 

mitra KSP. 
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(2) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 

diterbitkan teguran tertulis pertama, Walikota atau Pengelola Barang 

menerbitkan teguran tertulis kedua. 

(3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Walikota atau 

Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan 

teguran terakhir. 

(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, W alikota atau 

Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran KSP. 

(5) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Walikota atau 

Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

setelah menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4). 

Bagian Kesepuluh 

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah 

Yang Berada Pada Pengelola Barang 

Pasal 97 

I\ Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang meliputi: 

a. inisiatif atau permohonan; 

b. penelitian administrasi; 

c. pembentukan Tim dan penilaian; 

d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi 

tetap dan persentase pembagian keuntungan; 

e. pernilihan mitra; 

f. penerbitan keputusan; 

g. penandatanganan perjanjian; dan 

h. pelaksanaan. 
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Pasal98 

KSP atas barang milik daerah yangberada pada Pengelola Barang dapat 

dilakukan berdasarkan: 

a. inisiatif Walikota; atau 

b. permohonan dari pihak lain. 

Pasal 99 

(1) Inisiatif Walikota terhadap KSP atas barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, dituangkan dalam bentuk 

rekomendasi KSP barang milik daerah. 

(2) Inisiatif Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal 

dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

Pasal 100 

( 1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 

huruf b , diusulkan kepada Walikota. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. latar belakang permohonan; 

b. rencana peruntukan KSP; 

c. jangka waktu KSP; dan 

d . usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: 

a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan 

KSP; 

b. data pemohon KSP; 

c. proposal rencana usaha KSP; dan 

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP. 

(4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara 

lain: 

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan 

b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. 

{5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang 

milik daerah. 
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Pasal 101 

( 1) Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen 

barang milik daerah yang akan dilakukan KSP. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan; 

b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan 

c . dokumen penatausahaan barang milik daerah. 

Pasal 102 

Apabila basil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O 1, 

barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Walikota: 

a. membentuk Tim KSP; dan 

b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan 

penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna 

mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan. 

Pasal 103 

(1) Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 102, maka Walikota membentuk Tim KSP. 

(2) Tim KSP bertugas: 

a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan 

ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif W alikota dan bukan 

dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah; 

b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan 

dan/ atau mempertimbangkan hasil penilaian; 

c. menyiapkan perjanjian KSP; 

d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari 

Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan 

e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Walikota. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim 

KSP dapat mengikutsertakan SKPD /Unit Kerja teknis yang 

berkompeten. 

Pasal 104 

( 1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, W alikota dapat 

menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk 

melakukan: 
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a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan 

dilakukan KSP; atau 

b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP. 

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dan 

laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Walikota sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP. 

Pasal 105 

(1) Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 

ayat (1) dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar 

barang rnilik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan 

persentase pembagian keuntungan. 

(2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 

keuntungan oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 

sampai dengan Pasal 90. 

(3) Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 

keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil 

perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran 

kontribusi tetap dan persentase pernbagian keuntungan yang ditetapkan 

dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap 

dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan 

0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit terendah 

dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP. 

Pasal 106 

Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 sampai dengan Pasal 37. 

Pasal 107 

(1) Walikota menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP. 

(2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a. objek KSP; 

b. peruntukan KSP; 
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c. penerimaan daerah dari KSP; 

d. identitas mitra KSP; dan 

e. jangka waktu KSP. 

Pasal 108 

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud Pasal 

107, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) 

menandatangani Perjanjian KSP dilakukan paling lam.bat 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. 

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan 

pelaksanaan KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan 

penandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dinyatakan tidak berlaku. 

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi 

tetap tahun pertama. 

Pasal 109 

(1) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam 

perjanjian KSP. 

(2) Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan 

barang milik daerah, maka pada saat pembangunan selesai 

dilaksanakan, mitra KSP wajib: 

a. menyerahkan bangunan basil KSP beserta fasilitasnya yang 

merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5); 

b. dapat langsung mengoperasionalkan basil KSP yang dibangun 

sesuai dengan perjanjian KSP. 

Bagian Kesebelas 

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah 

Yang Berada Pada Pengguna Barang 

Pasal 110 

Tabapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang meliputi: 

a. permobonan; 
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b. penelitian administrasi; 

c . pembentukan Tim dan penilaian;. 

d. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan; 

e. persetujuan; 

f. pemilihan ~tra; 

g. penerbitan keputusan; 

h. penandatanganan perjanjian; dan 

i. pelaksanaan. 

(1) 

(2) 

Pasal 111 

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a diajukan 

oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola 

Barang. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit 

memuat: 

a. latar belakang permohonan; 

b. rencana peruntukan KSP; 

c. jangka waktu KSP; dan 

d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: 

a. data calon mitra KSP; 

b. proposal rencana usaha KSP; 

c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan 

d. surat pernyataan dari Pengguna Barang. 

(4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d menegaskan bahwa: 

a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; 

dan 

b. Pelaksanaan KSP barari.g rn.ilik daerah tidak akan mengganggu 

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. 

(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui 

mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

73 ayat (4), maka pengajuan perrnohonan dari Pengguna Barang kepada 

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data 

calon mitra KSP. 

(6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: 
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a. nama; 

b. alamat; 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin 

Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP 

yang berbentuk badan hukum/badan usaha. 

Pasal 112 

( 1) Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana d imaksud dalam Pasal 

111 ayat ( 1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan 

panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan 

mempertimbangkan hasil penilaian. 

(2) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, 

Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai 

dengan alasan. 

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan. 

(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

objek KSP; 

peruntukan KSP; 

nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran 

nilai investasi pemerintah; 

minimal besaran kontribusi tetap; 

minimal persentase pembagian keuntungan; dan 

jangka waktu KSP. 

(5) BerdasarkanSurat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan KSP. 

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) 

menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. 

(7) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku 

apabila dalam jangka waktu 1 {satu) tahun sejak ditetapkan tidak 

ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP. 
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· (8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

dilakukan setelah rnitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi 

tetap tahun pertama. 

Pasal 113 

Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 109 

mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP baning milik daerah yang 

berada pada Pengguna Barang. 

Bagian Kedua Belas 

Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada 

Pada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang 

Pasal 114 

(1) . Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang rnilik daerah 

yang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada 

Walikota paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhimyajangka waktu 

KSP. 

(2) Permohonan.sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri: 

a . proposal perpanjangan KSP; 

b. data dan kondisi objek KSP; dan 

C. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

dalam 5 (lima) tahun terakhir. 

(3) Walikota meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

serta mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang 

telah berlangsung. 

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Walikota menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka 

Walikota: 

a. membentuk Tim KSP; dan 

b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang 

milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi 

tetap, dan persentase pembagian keuntungan KSP. 

(5) Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara 

lain: 

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
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b. menghitung besaran . kontribusi tetap dan persentase pembagian 

keuntungan KSP berdasarkan dan/ atau dengan 

mempertimbangkan hasil Penilaian; dan 

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Walikota. 

Pasal 115 

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu 

pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3), 

Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak 

yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan 

pelaksanaan KSP. 

(2) Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang 

merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pengelola 

Barang. 

(3) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) 

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota 

melalui Pengelola Barang. 

(4) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan 

jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Walikota menerbitkan surat 

penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada 

mitra KSP disertai dengan alasan. 

r , (5) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan 

jangka waktu KSP dapat disetujui, Walikota menerbitkan surat 

persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada 

mitra KSP. 

(6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun perjanjian 

perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis 

yang diperlukan. 

(7) Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Walikota 

dengan mitra KSP dilakukan. 
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Pasal 116 

(1) Pennohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah 

yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada 

Pengguna Barang. 

(2) Pennohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan: 

( 1) 

a. proposal perpanjangan KSP; 

b. data dan kondisi objek KSP; dan 

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

dalam 5 (lima) tahun terakhir. 

Pasal 117 

Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan 

perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1). 

(2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan 

perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang. 

(3) Pennohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilampirkan: 

a. proposal perpanjangan KSP; 

b. data dan kondisi objek KSP; dan 

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

dalam 5 (lima) tahun terakhir. 

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu 

KSP, maka Pengelola Barang: 

a. membentuk Tim KSP; dan 

b. menugaskan Penilai. 

Pasal 118 

(1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) huruf a 

bertugas antara lain: 

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 

b. menghitun g besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 

keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan 

mempertimbangkan hasil penilaian; 
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c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola 

Barang. 

(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang. 

(3) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menunjukkan bahwa perrnohonan perpanjangan jangka waktu 

KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat 

penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada 

mitra KSP disertai dengan alasan. 

(4) Apabilahasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu 

KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan 

perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP. 

(5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan 

jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan. 

Pasal 119 

(1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) huruf b 

bertugas melakukan penghitungan nilai barang rnilik daerah yang akan 

dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase 

pembagian keuntungan KSP. 

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan 

penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola 

Barang. 

Pasal 120 

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu 

pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 i6, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai 

atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan 

perpanjangan pelaksanaan KSP. 

(2) Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan 

perjanjian KSP antara Pengelola Harang dengan mitra KSP dilakukan. 
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Pasal 121 

(1) Dalam hal Walikota atau Pengelola Barang tidal< menyetujui 

permohonan perpanjangan jangka wal<tu KSP, objek KSP beserta sarana 

berikut fasilitasnya diserahkan kepada Walikota atau Pengelola Barang 

pada saat berakhimya jangka wal<tu KSP sebagaimana diatur dalam 

perjanjian KSP. 

(2) Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana 

dimal<sud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima 

(BAST) antara mitra KSP dengan: 

a. Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau 

b. Pengelola Barang, untuk barang mi1ik daerahyang berada pada 

Pengguna Barang. 

BAB VI 

BGS danBSG 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

Pasal 122 

.~ (1) BGS/BSG barang milik daerah dilal<sanakan dengan pertimbangan: 

a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan 

fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 

kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi; dan 

b. tidal< tersedia atau tidal< cukup tersedia dana dalam APBD untuk 

penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 

(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari ha sil pelal<sanaan 

BGS /BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) 

atas nama pemerintah daerah. 

(3) Biaya persiapan BGS /BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau 

Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG 

dibebankan pada APBD. 
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(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra 

BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang 

bersangkutan. 

(5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan 

daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum 

Daerah. 

(6) BGS/BSG barang milik daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

Walikota. 

Pasal 123 

(1) Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari 

pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Walikota, dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait. 

(2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra 

setelah berakhimya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau 

setelah selesainya pembangunan untuk BSG. 

Pasal 124 

(1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu 

pengoperasian: 

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap 

tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan; 

b. wajib memelihara objek BGS /BSG; dan 

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 

1) tanah yang menjadi objek BGS /BSG; 

2) hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/ atau 

3) hasil BSG. 

(2) Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS kepada 

Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan 

audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 
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Bagian Kedua 

Pihak Pelaksana 

Pasal 125 

( 1) Pihak yang dapat melakukan BGS /BSG adalah Pengelola Barang. 

(2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi: 

a. Sadan U saha Milik Negara; 

b. Badan U saha Milik Daerah; 

c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau 

d . Sadan Hukum lainnya. 

(3) Dalam hal mitra SGS /SSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

membentuk konsorsium, mitra BGS /BSG harus membentuk badan 

hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama 

mitra SGS/BSG dalam perjanjian SGS/BSG. 

Bagian Ketiga 

Objek BGS/BSG 

Pasal 126 

(1) Objek BGS/SSG meliputi: 

(2) 

a. barang milik daerah berupa tan.ah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau 

b. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna 

Barang. 

Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status 

penggunaannya berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, SGS /BSG dapat 

dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Walikota. 

(3} BGS /BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan oleh 

Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai 

tugas dan fungsinya. 

(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan 

pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan 

hasil BGS/BSG. 
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Bagi.an Keempat 

Hasil BGS /BSG 

Pasal 127 

(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra 

BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG. 

(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), antara lain: 

a . peralatan dan mesin; 

b. jalan, irigasi dan jaringan; 

c. aset tetap lainnya; dan 

d . asetlainnya. 

(3) · Gedung, bangunan, saran.a dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi barang milik daerahsejak diserahkan kepada 

pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhimya 

perjanjian. 

Pasal 128 

(1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan 

perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG. 

(2) Perubahan dan/ atau penambahan hasil BGS /BSG sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan : 

a. 

b. 

C. 

sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah 

daerah; 

untuk program-program nasional sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum 

perjanjian BGS/BSG. 

(4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3): 

a . tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; 

dan 

b . menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan 

berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Walikota. 

(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh 

persetujuan Walikota. 
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Bagian Kelima 

Bentuk BGS /BSG 

Pasal 129 

BGS /BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk: 

a . BGS /BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 

b . BGS /BSG barang milik daerahatas tanah yang berada pada Pengguna 

Barang. 

Bagian Keenam 

Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS /BSG 

Pasal 130 

(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender. 

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 

mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan 110. 

Pasal 131 

Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 

ditetapkan oleh W alikota. 

Bagian Ketujuh 

Jangka Waktu BGS/BSG 

Pasal 132 

(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak 

perjanjian ditandatangani. 

(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan 

perpanjangan. 

Bagian Kedelapan 

Perjanjian BGS /BSG 

Pasal 133 

(1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian. 
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(2) Perjanjian BOS /BSG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

ditandatangani antara Walikota dengan mitra BGS/BSG. 

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

dasar perjanjian; 

identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

objek BGS/BSG; 

hasil BGS /BSG; 

peruntukan BGS/BSG; 

jangka waktu BGS /BSG; 

besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; 

besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas 

dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang; 

hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS /BSG; 

k. sanksi; 

1. penyelesaian perselisihan; dan 

m. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 

dalam bentuk Akta Notaris. 

(5) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra 

BGS/BSGmenyarnpaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan 

pertama kepada pemerintah daerah. 

r,, (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran 

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG. 

Bagi.an Kesembilan 

Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung Untuk Togas 

dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan Dan Pembayarannya 

Pasal 134 

(1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke 

Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari 

pelaksanaan BGS /BSG. 

(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota. 
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Pasal 135 

(1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran 

persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik 

daerahyang akan dilakukan BGS/BSG. 

(2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud · pada 

ayat ( 1) ditetapkan oleh W alikota berdasarkan perhitungan Penilai. 

(3) Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau 

Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota. 

(4) Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda · dengan nilai wajar hasil 

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG barang milik 

daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

Pasal 136 

(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat 

setiap ta.bun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 134 ayat (2). 

(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 

kontribusi tahunan ta.bun pertama dengan memperhatikan tingkat 

inflasi. 

(3) Besarankontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan 

BGS /BSG dan dituangkan dalam perjanjian. 

(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon 

mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh 

Penilai, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan 

pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah 

sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG. 

Pasal 137 

(1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum 

Daerah oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan sebelum 

penandatanganan perjanjian BGS /BSG. 

(2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas 

Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan 

dalam perjanjian. 
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(3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian 

dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjianberakhir. 

(4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor. 

(5) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 18, terhadap 

kontribusi tahunan BGS/BSG yang telah lunas pembayarannya, 

besaran persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) 

diterapkan pada pembayaran kontribusi tetap berikutnya. 

Pasal 138 

(1) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh 

Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pemerintahan. 

(2) Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil 

perhitungan yang dilakukan rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh 

Walikota. 

(3) Penyerahan bagian hasil BGS /BSG yang digunakan langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu 

yang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG. 

(4) Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil BGS/BSG yang 

digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

oleh Walikota. 

Bagian Kesepuluh 

BerakhimyaJangka Waktu BGS/BSG 

Pasal 139 

(1) BGS/BSG berakhir dalam hal: 

a. berakhirnyajangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian BGS /BSG; 

b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Walikota; 

c. berakhirnya perjanjian BGS /BSG; 

d . ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra 
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BGS /BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan antara 

lain: 

a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; 

b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-turut; atau 

c . mitra BOS /BSG belum memulai pembangunan dan/ atau tidak 

menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali 

dalam keadaan force majeure. 

(3) Pengakhiran BGS /BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilakukan oleh W alikota secara tertulis. 

Pasal 140 

(1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Walikota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b , dilaksanakan 

dengan tahapan: 

a . W alikota menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra 

BGS/BSG; 

b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan 

teguran tertulis pertama, W alikota menerbitkan teguran tertulis 

kedua; 

C. dalam hal mitra BGS /BSG tidak melaksanakan teguran kedua 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh} hari kalender sejak diterbitkan 

teguran tertulis kedua, Walikota menerbitkan teguran tertulis 

ketiga yang merupakan teguran terakhir; dan 

d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga 

dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan 

teguran tertulis ketiga, W alikota menerbitkan surat pengakhiran 

BGS/BSG. 

(2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS /BSG sebagaimana dimaksud 

pada ayat {l) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra 

BGS/BSG wajib menyerahkan objekBGS/BSG dan hasil BGS/BSG 

kepada W alikota. 
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(3) Walikota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk 

melakukan audit atas objek BGS /BSG dan hasil BGS /BSG yang 

diserahkan oleh mitra BGS/BSG. 

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa: 

a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan 

diserahkan dengan perjanjian BGS /BSG; 

b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS /BSG antara yang 

akan diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan 

c. laporan pelaksanaan BGS/BSG. 

(5) Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada 

Walikota dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG. 

(6) Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan 

,r'\ oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada 

·~ Walikota. 

(7) Serah terima hasil BGS/BSGdan objek BGS/BSG dilakukan paling 

lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan 

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat 

hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah 

dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 

(9) Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra 

BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian BGS /BSG. 

Bagian Kesebelas 

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG 

Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada 

Pada Pengelola Barang 

Pasal 141 

Tahapan pelaksanaan BGS /BSG atas barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang, meliputi: 

a. inisiatif atau permohonan; 

b . penelitian administrasi; 

c . pembentukan Tim dan Penilaian; 
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d. perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan 

persentase hasil BGS /BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan 

fungsi pemerintahan; 

e. pemilihan mitra; 

f. penerbitan keputusan; 

g. penandatanganan perjanjian; dan 

h . pelaksanaan. 

Pasal 142 

BGS /BSG atas barang milik daerahyang berada pada Pengelola Barang dapat 

dilakukan berdasarkan: 

a. 

b. 

inisiatif W alikota; a tau 

permohonan dari pihak lain. 

Pasal 143 

(1) Inisiatif Walikota atas BGS/BSG Barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, dituangkan dalam bentuk 

rekomendasi BGS /BSG barang milik daerah. 

(2) Inisiatif Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal 

dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang. 

( 1) 

Pasal 144 

Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 

huruf b, diusulkan kepada Walikota yang memuat: 

a. latar belakang permohonan; 

b. rencana peruntukan BGS /BSG; 

c . jangka waktu BGS /BSG; dan 

d. usulan besaran kontribusi tahunan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan: 

a. data barang milik daerahyang diajukan untuk dilakukan 

BGS/BSG; 

b. data pemohon BGS/BSG; 

c. proposal rencana usaha BGS /BSG; 

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain 

informasi mengenai: 

1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; 

dan 


